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DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN : 1981,
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PERATURAN DAERAH PROPINS! DAERAH [STIMEWA ACEN
NOMOR : 7 TAHUN 1981.

TEMTANG.

SUSUNAN ORGAMISASI DAM TATA KERIA DINAS PERNEBUNAN
PROPINST DAERAM ISTEMEWA ACEN

DENGAN RAMMAT TUHAN YANG MAMHA FSA
GUBERMUR HEPALA DAERAM ISTIMEWA ACEH

Menimbang

1. Bahwo untuk kelancaran pelaksonoon tugos Dings Perke-
kunan PropingiDoerch Isiimewo Aceh secara berdaya guna
dan berhasd ‘guna, perlu menyesuaikan Susunan Organi-
sasi dan' Tata Kerjo Dinas Perkebunan Propinsi Daerah
istimewa Aceh dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomer, 363 Tahun 1977 yo Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomer. 7 Tahun 1980 ;

2. Bahwa untuk maksud tersebu:, perlu diatur dalam Peratu-
ran Daerch ; -

Mengingot :

Undang-Undang Nomeor. 24 Tahun 1956 ;

Undang-Undeng Nomer. 5 Tohun 1974 ;

Peraturan Pemerintah Nemor, 22 Tahun 1975;

Peraturan Menteri Dalom Negeri Namor. T4 Tahun 1974, .

Kepuiusan Menteri Dalom Negeri Momor. 363 Tohun 1977

yo Instrukst Menteri Dalom Negert Nomor. 7 Tahun 1980; _

6. Peraturan Doerch Propms: Daeroh Istimewa Aceh Nomor. 9 .
Tahun 1976 ;

Dengan persea‘uwwn Dewan Perwwkllun quyuf Duerc:h Prc- '
pinsi Daerch Ishmewa Aceh ; :
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‘ MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERKEBUNAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH. -

BAB —L
WETENTUAN U M UM
Posal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a, Daerah :
adalah Propinsi Doerah lstimewa Aceh ;
b. Pemerinteh Daerah :
adaleh Pemerintah Propinsi Doerah lIstimewa Aceh ;

¢. Gubernur Kepula Daerah :
adalah Gubernur Kepala Daerdh Istimewa Aceh ;
d Dinas :
adalah Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
e. Kepalo Dinas : .
adalah Kepala Dinds Perkebunan Propinsi Daerah Isti
mewa Aceh ; p

f. Perkebunan : '

odalah Usahdy dibidang pertanian yang dilakukan oleh
Banda Hikum sebagai suaty perusahaan diatas tanah
yang .dikuasai secarar langsung oleh Negara dan dibe-
rikankepada Badan Hukum tersebut sekagei Hak Guna
Usahea dan oleh badan Pribadi bukan: suotu Badan Hukum
diatas tanch hak milik yong dikuasainya ferutama me-
nguschokan tanaman perdagangan dan indusiri ;

9. Kabupaten/Kota madye Daerch Tingkat 11 :
adalah Kobupaten/Kotamadya Daereh Tingkat 11 dalam
Propinst Daerah Istimewa Aceh; '

BEAB—IL :

TUGAS POKOK DAN FUNGSE ‘ !
Pasal 2. ' '

Dinas mempunyai fugas melaksanakan sebagian urusan rumah
a.Doerah dalom bidang Perkebunan. =




Pasal 3.

Untuk menunjang sebagian tugas pokok perlu dibentuk Sub
Dinas, Cabang Dinas dan Unit Pslaksana Tehnis Dinas.

Posal 4

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Dinas mempunydai fungsi;

(1).. mengadakan pembincan, bimbingen dan. pengawasan dibi-

" dang Perkebunan sesuai dengan kebijoksanaan yang diteiop-
kan oleh Pemerintah ; o )

(2). membantu Gubernur Kepala Daersh mengenai tugas dalem
bidang Perkebunan yang teleh diserahkan kepadd, Pemeriniah
Daerah, menurut petunjuk Menteri Pertanian Cq. Direktorat
Jendercal Perkebunan ; .

(3). tugas-fugas lain yang diberikan oleh Subernur Kepala Daerah ;

8 A B — Il

SUSUNAN ORGANISASI

- . . . T et 1. [
P SJEIW B i
Pasali 5. .

Susunan Organisasi Dinas_terditi dari ;

a. Unsur Pimpinan adalab Kepala Dinas ;

k. Unsur Pembantu Pimpinon adalah Bagian Tate Uscthe: ;

¢. Unsur Pelaksana ierdiri’ dari Sub Dinas, Cabang Dinas dan Unit-
unit Pelaksana \Tehnis Dinas; :

Pasal 6.

(1). Bagion Tato Uscho terdiri dari :
a. Sub Bagion Umum;
k. Sub Bagion Kepegawaion ;
c. Sub Bagian Kevangan;
d. Sub Bagian Perlengkapan’;
e. Sub Bagian Effesiensi dan Tata Loksana:
(2). Sub-sub Dinas terdiri dari;
‘a. Sub Dinas Bina Program terdiri afas ;
— Seksi Dota ; o
—- Seksi Perumusan dan Pengendalion ;
~— Seksi Evaluasi dan Pelaporan ;
b. Sub Dinas Produksi terdiri atas ;
' — 8eksi Karet; '
— Seksi. Kelapa ;




— Seksi Aneka Tanaman;
— Seksi Mekanisasi;

G Sulp Dinas Usaha Tant terdirl dari;

— Seksi Izin Perusahaan;
— Szksi Pemamicctan Sumbsr Daya ;
— Seksi Informasi Pasar ;
— Seksi Bimbingan Usuhq ;
d Sub Dinas Perlindungan terdiri dari ;
-— Seksi Konversi Tanah dan Alr;
— Seksi Penganiatan Peramalan dan Pemberaniasen Hama
Penyakit ;
— Seksi Pengujion Muju Benih ;

‘e. 8ub Dinas 'Penyufuhun terdirl dari;

— 8akst Latihan dan Kei‘mmpllan,
" — Seksi Taia Penyulvhan ;
— $cksi Sorana Penyuivhan ;

Pasal 7

Pemkeniukan, Susunan Orgotisnsi dan Tata Keria Cobaong Di-
nas dan Unit Peloksona Tehnisiakan ditetepkon kemudion sesuai
dengon pedeman yang ditetapkon oleh Menteri Palum Mageri;

Pasl 8.
Dinas terdiri dari : '
o. Kantor Pusal Dmcs herkedudukan di hukota Fropmsn Daoerah
Istimewa Arshy

‘b, Kentor Cabinl bmkeduduh}n ol Ibul\crcs Kabuoqi’en/ko?mmauyu

Daerah@ingkat I
e. Unit Peloksana Tehnis, pembentvken dan fempainya ditetapkan
mentrut kebutthan Sesusi dengan pedaman vang ada;

Pasul 9.

Struktur Organisast Dinas odatah seperit ferlc‘*npw Dadc Pera-
turan Daerah ini; :

B AR — IV
TATA KERJIA
Pasal 10

Tugas Kepala Dings adaloh ;

a. Membaniu Gubernur Kepola Daerch dibidang tugasnya ;

b. Memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengembang-
kan, semua kegiotan Dings serta bertanggung. jawab afas pe-
laksanaannya kepada Gubernur Kepala Daerah ;




"¢ Merencanakan program kerja Dinas dalam usaha mencapai tu-
. juan terloksananya tugas pokok Dinas; o
d. Memberikan pertimbangan tehnis kepada Gubemur Kepala Da-
erah dalom uvsahag peningkatan/pengembangan Dinas dilapa-
ngan kegiatan usaha -bidang Perkebunan baik yang diminia
. _maupun tidak; , ,
" e, Merumuskan kebijaksanaan Operasionil pembangunan Perke.
bynan ;
f. Melaksorakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur
" Kepaola Daergh ; 4

Pasal 171,
E H 2 '
(1). Tugos Kepole Bagion Tota Uscha :

a. Membantu Kepala Dinas dibidang fugasnya ;

b. Meloksanakan penyelenggaraan/pelayanan  tata  usaha
yang meliputi efisiensi tatalaksang, ‘sdministrasi kantor dan
urusan: kerumah tonggaan; .

c.. Melaksanakan perencanaon déh taia uscha kepegawaian ;

d. Melcksanakan perencanadn dan penyelenggaraan adminis-

trasi/kevangan dan material; ) .

e. Mengadakan hubungamkeria some dengan unit-unit kerja
loinnya yang ada dilingkungan Dinas ;

f.  Memberikan saraf “don atau pertimbangan-pertimbangan
kepada Kepala Dinas tentang tindakan-tindeakan yong per-
Tu diambil dibidang tugasnya ;

9. Melaksonokan’ tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas ;

{(2). Tugas Kepala Sub Dinas Bing Program ;

o. Membantu Kepala Dinas dibidong tugasnya ; o

k. Menyusun rencana pembangunan Perkebunan sebagai ba-

glan dari perencangan Daerah ;

¢. Menyusun rencana peloksanaan dari program dan proysk-

proyek ‘Pusat dan Daerah ; o

d. Mengadakan hubungan kerja sama dengan unit-unit kerja

lainnya yong ada dilingkungan Dinas ;

e. Memberikon soran don atav pertimbangon-pertimbangan
kepada Kepala Dinas tentang tindakan-tindakan yang per-
T diambil dibidang fugasnya ;

Melaksanakean tugas-tugas lain yang diberiken olsh Ke-
Lo pala . Dings ; : '
. {3). Tugas Kepala Sub Dinas Produksi : o o
- a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugosnya; . "o 0

b. Menyelenggarakan pembinaan produksi;

Th




(4).

(6.

h.

Menyelenggarakan pembinaan pengolahan dan pemasa-
ran hasil ;

Menyelenggarakaen pembinoan, penggunaan alat-alat dan
bahan-bahan perkebunan;

Turut serta menyelenggarakan kegiatan pengawetan tanah
dan kelestarian lingkungan ;

Mengadakan hubungan kerja sama dengan unit-unit kerja
lainnya yang ada dilingkungan Dinas ;

Memberikan saran dan atau pertimbangan-pertimbangan
kepada Kepola Dinas tentang tindakan-tindakon yang perlu
diambil dibidang tugasnya ;

Melaksanakon tugas-tugas loin yong diberikan oleh Ke-
paola Dinas ;

Tugas Kepala Sub Dinas Uscha Tani:

d.

b.

O

Membonty Kepaia Dincs dibidang fugasnya ;
‘Menyelenggarakan pembinaan aspektsosial ekonomi dari
vstwha tani dan perusshaan perkebunan;
Menyelenggarakan pembinogan aspek sarana pengusahaan
seperii perizinan/rekomendgsi agro-kimia dan lain-lain ;
Turut serta membaonty penyelesaion dalum moscloh agraria
dan perkburvhon ; .

Mengadakan hubungan kerja sama dengan unit-unit kerja
fainnya yang ada dilingkungan Dinas ;

Memberikan garan dan atau periimbangan-pertimbangan
Kepada Kepala Dinas fenfang tindakan-tindakan yang periv
diambil dibidang tugasnya ;

Melaksanakan jugas-tugas lain yong diberikan oleh Ke-
pala, Dinas ;

Tugas-Kepala Sub Dinas Perlindungan Tanaman:

a.

X

Membaniu Kepala Dinas dibidang tugasnya ;.

‘Menyelenggarakan pembinaan tehnik perlindungan tana-
man, baik perencanaan maupun pemberantasan hama pe-
nyakit ; ) ' :
Menyelenggarakan sistim pengamatan dan peramalan pe-

“nyerangan hama dan penyakit fanamon;

Menyelenggarakan pembinaan satuan-satuan perlindungan
fanaman ; '

Mengadékan hubungan kerja sama dengan unif-unit kerja
lainnya yang ada dilingkungan Diras ;- o

 Memberikan saran den atau periimbangan-pertimbangan

kepada Kepala Dinas tentang tindakan-tindakan yang periu
diombil dibidong tugasnya ;

.. iMelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala




(6). Tugas Kepala Sub Dinas Penyuluhan .

a. Membantv Kepala Dinas dibidang tugasnya ;

b. Menyelenggerakah penyuvlvhan dan bimbingan sertq pe-
ngembangan usahea tani;

c. Melakukan evaluasi dtas hasil penyuluhan dan pengem-
bangan usaha tani;

d. Menyelenggarakan dan mengembangan sistim dan metho-
de penyuluhan terhadap vscha tani don peruschaan per-
kebu nan ; - .

e. Mengadakan hubungan kerje sama dengan unit-unit kerja
lainnye yang ada dilingkungan Dings ;

f. Memberikan saran dan atau periimbangan-pertimbangan
kepada Kepala Dinas tentang tindakan-tindalkar yang per-
lu diembil dibidang fugasnya ; ’

9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ke.
pala Dinas ;

BAB —V,

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DINAS
Pasal 12
Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Ke-
pala Daerah.
Pasal 13,

{(1). Perangkapan jobgtan Kepala Dinas oleh Kepala Instansi Ver-
tikal yang sefenis dimungkinkan otas persetujuan Gubernur
Kepala Daerah dan Menteri Pertanian.

{2). Dalam hal Kepale Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya
karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunijuk Kepala
Bagian Tata Ussha atau salah seorang Kepala Sub Dinas yang
fertua dan tertinggi pangkatnya untuk mewakil; Kepala Dinas.
dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

, A ' BAB—VL.
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14,

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala keten-
fvan-keteuvan lainnya yang mengatur teitang Susunan Organisesi
dan Tafa Kerja Dinas yang dikeluarkan sebelumnya dinyatakan
tidok berloku lagi. N RIS




B A B Vil
PENUTUP

Pesal 5.

Hal-hal yong belum diaiur dalem Peraturan Daerah ini okan’

diatur dengon Kepuiusan Gubernur Kepala Daerah sepanjang me-
ngenai peraturan pslaksanacanny:

P@I&@JE 36.

(1). Feraturan Doerah ini dissbut HHZEA!URAN DAERAH PROPIMNS

CAERAH ISTIMEWA ACER TENTANG SUSUNAN ORGANISAS!
DAN TATA KERJIA DINAS PERKESUMNAN PROPH\.;! DAERAM
ISTIMEWA ACER",

(2). Peraturan Boerch ini imulai berlakuy se;ak ianggal dsunaam-
kan daiam Lembaran Daerah Fropinsi Daerah Isiimewa Acsh.

Lando Aceh, 4 Mei 1931,

w\JZCK?*«l‘uQ ;\EPALL\ DACRA
STIMEWA ACEH,

DEWAN PERWAKILAN “EAICYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTUAEWA ACEH,

t.4.d.
KETU A o

td. g (. EDDY SABARA )
(H. A@HMAD AMINS ) Vo

Pzraivran Dagrah ini telah disyah-

D:unciangkqn daiomm tembaran - :
kon Menteri Dolom Negeri, de-

Daerah Propinsi Doerah {stime-
wao Aceh,

Ne.: 25 Fhn, 1981 Serie D No: 24,
Tgl. 19 Nepember 19817,

uu“! 121-764 Tgl. 6 Nop. 1981,

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

_ P:e'lu‘kscma TUg-dS, -
: (M@HD Al l)
Nm 010059411

ngon  surad  Keputusonnya  Ne. _
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PENJELASAN:

L UMUM :

1. Bahwa Dinas Perkebunon Propinsi Daerch Istimewa Aceh,
telah terbentuk dengan Peraturan Paerah Propinsi Daerah
Istimewa Aceh Nomor 9 Tohun 1976 (Lemboaran Daerch
Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 19 Thn. 1977).

2. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Ne-
geri Nomer 363 Tohun 1977 teniang Susunan Orgonisasi
dan Tata Kerja Dinos-Dinas Doerah yo Instruksi Menteri
Dalam Negeri Nomer. 7 Tahun 1980, tentang petunjuk pe-
loksanaan mengenai pembentukan, susunan.ofganisasi dan
tafa kerja Dinas Perkebunan, maka perlu menyesuaikan
kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerjo Dinas Perke-
bunan Propinsi Daerah Isiimewa Aceh dengan menetapkan
dalam suvafu Peraturan Daerch.

il PASAL DEMI PASAL :
Pasal 1 s/d 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Dengan berlakunya Peraturan Daoerah ini, muaka
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh
Nomor ? Tahuh 1976, tentang Pembentukan Dinas
Perkehunan “Propinst Daerah Istimews Aceh, sepan-
jong ydng mengoiur fenfong Susunan QOrganisas?
don Fatt Kerja Dinas dan ketentuan-ketentuan: lain-
nya yang bertentongan dengan Percturan Daeroh
il tidak berlaku lagi. :

Pasal 15 s/d 16 ;: Cukup jelas.

- 0000000———
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LAMPIRAN PERATURAN DAERAH ; —
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
MOMOR 7 TAHUN 1987 TENTANG
STRUKTUR GROANISAST DAN TATA
CERJA DIMNAS FE UNAN FROPIN-
3! DAERAH [STHADWA ACEH: !

KEPALA DINAS

I - i . i
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